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  Bungan Persahabatan/kerja



  sama antara Pemda dengan  


  
  Instansi/Lembaga di dalam 



  Dan Luar Negeri.

Berhubung pada akhir-akhir ini dirasakan semakin banak Pemerintah Daerah yang berminat untuk menjalin hubungan dalam bentuk kerjasama persahabatan maupun teknik dengan Instansi/Lembaga di dalam negeri maupun yang berada di Luar Negeri, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk Hubungan Kerjasama:

a. Hubungan persahabatan, adalah suatu hubungan antara Pemerintah daerah dengan Instansi/Lembaga di dalam dan di Luar Negeri, dimana tidak dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap (permanent) dan hanya bersifat insidentil yang dapat berupa hubungan surat menyurat, tukar menukar informasi, kunjungan bisnis kesenian/kebudayaan, promosi pariwisata dan kunjungan persahabatan..
Kriteria untuk mengadakan hubungan persahabatan adalah adana hubungan bilateral, kesamaan kedudukan administrasi, kesamaan status administrasi dan kesamaan besaran daerah;

b. Hubungan kerjasama teknik, adalah suatu hubungan antara Pemerintah dengan Instansi/Lembaga di dalam dan Luar Negeri yang dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap (permanent) dan terencana baik mengenai tujuan (target) yang ingin dicapai kontribusi masing-masing pihak, biaya yang diperlukan, lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan.
Kriteria untuk  mengadakan hubungan kerjasama teknik adalah sama dengan criteria untuk mengadakan hubungan persahabatan  ditambah dengan adanya kesamaan karakteristik, kesamaan fungsi, kesamaan permasalahan dan adanya ilmu/tehnologi yang dapat dialihkan;
2. Persyaratan Hubungan Kerjasama:

a. Pemerintah Daerah sedapat mungkin menetapkan prioritas-prioritas bidang yang dikerjasamakan untuk kemajuan daerahnya;
b. Program kegiatan yang dikerjasamakan benar-benar dapat memberi manfaat yang optimal bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1973 dan surat Sekretariat Kabinet RI Nomor 2191/Set.Kab/LN/P/3/1981 tentang Pentahapan Penyusunan Rencana Kegiatan Kerjasama.

c. Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dan untuk menghindari adanya hubungan persahabatan/kerjasama yang hanya bersifat membebani Pemerintah Daerah saja, maka pihak Pemerintah Daerah meneliti dan menyeleksi secara cermat setiap tawaran untuk mengadakan hubungan persahabatan/kerjasama.
d. Secara formal perlu adanya kehendak bersama dari kedua belah pihak untuk mengadakan hubungan kerjasama.

e. Dalam menjalin hubungan kerjasama perlu adanya persetujuan dari instansi Pusat, yaitu departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen HANKAM dan BAKIN.

f. Bagi kerjasama teknik perlu adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersangkutan.

3. Tahapan dalam Hubungan Kerjasama

a. Tahap Perencanaan:

1) Merencanakan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan (work programe), sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek politis, sosial dan sebagainya;
2) Menyusun “Rencana kegiatan” (Plan of Operation) yang merupakan perincian dari Program Kerjasama (work programe) sesuai dengan tujuan program kerjasama.
3) Menyusun Naskah/piagam persetujuan Kerjasama (Agreement) yang dilampiri dengan Program Kerjasama (work Programe) dan Pembentukan Komite Bersama.

b. Tahap Pengusulan Resmi:

Program  kerjasama, Rencana kegiatan dan Naskah Persetujuan Kerjasama setelah disepakati oleh instansi yang berkepentingan, kemudian disampaikan kepada pihak yang mengadakan kerjasama melalui prosedur dan saluran resmi.
c. Tahap Negosiasi:

Pihak yang akan mengadakan kerjasama dapat mengadakan negosiasi (perundingan) untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai usulan masing-masing phak.
d. Tahap Formalitas:

1) Apabila Program kerjasama, Rencana Kegiatan dan Naskah Persetujuan Kerjasama telah disepakati bersama, maka Piagam Persetujuan Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Piagam kerjasama, baru dapat melakukan penandatanganan setelah mendapat Surat Kuasa dari Pemerintah Pusat Cq. Menteri Luar Negeri.
4. Koordinasi

Dalam menyusun rencana kegiatan agar melibatkan dinas-dinas Daerah dan Kanwil-Kanwil terkait dengan program kerjasama dimaksud guna mendapatkan masukan-masukan yang diperlukan dan dikoordinir oleh BAPPEDA, guna menghindari hal-hal yang bersifat tumpang tindih. Disamping itu, materi kerjasama supaya lebih menitik beratkan kepada urusan-urusan otonomi Daerah.
Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL,

ASWISMARNO

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;

2. Bapak Menteri Luar Negeri;

3. Bapak Menteri HANKM;

4. Bapak MENPAN/Ketua BAPPENAS;

5. Bapak Menteri Muda/Sekretaris Kabinet RI;

6. Bapak Kepala BAKN;

7. Sdr. Para Eselon I di Lingkungan DEPDAGRi;

